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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian atas penyajian data dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa 

Implementasi Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Rumah Tinggal Secara Online Pada UP PM PTSP Kecamatan Palmerah Kota 

Administrasi Jakarta Barat belum baik. Adapun kesimpulan secara rinci 

berdasarkan aspek-aspek penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. Aspek pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui 

sistem elektronik sudah berjalan dengan baik. dapat dilihat dari 

pemohon yang merasakan kemudahan dengan adanya inovasi layanan 

IMB Rumah Tinggal secara elektronik. Pemohon merasa dengan adanya  

IMB Rumah Tinggal secara online lebih efesien dan responsif. 

2. Aspek mekanisme perizinan belum berjalan dengan baik walaupun 

mekanisme penandatanganan sudah berjalan sesuai ketentuan, 

dikarenakan dengan penerbitan IMB Rumah Tinggal secara online 

belum mampu terbit dalam waktu 3 jam sesuai dengan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
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Izin Mendirikan Bangunan 3.0 (IMB 3 Jam) Rumah Tinggal Kewenangan 

Kelurahan dan Kecamatan Secara Elektronik. 

3. Aspek pemanfaatan  sistem teknologi informasi belum berjalan dengan 

baik, dilihat dari sering terjadinya maintance pada website jakevo dan 

jaringan internet di UPPM PTSP Kecamatan Palmerah  yang kurang 

bagus. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan 

saran-saran mengenai Implementasi Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Secara Online Pada UP PM PTSP Kecamatan 

Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai berikut. 

1. Aspek pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui 

sistem elektronik, untuk semakin lebih baik harus terus 

mengembangkan sistem jakevo agar pemohon dapat lebih semakin 

mudah untuk melakukan permohonan IMB Rumah Tinggal secara online. 

2. Aspek mekanisme perizinan, untuk mengatasi kendala disarankan 

untuk melakukan memberitahukan perbaikan berkas kepada pemohon 

melalui e-mail atau whatsapp dan bisa melakukan pengarahan terlebih 

dahulu kepada pemohon agar ketika pemohon melakukan permohonan 

berkas yang di upload sudah sesuai dengan ketentuan. 
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3. Aspek pemanfaatan  sistem teknologi informasi, untuk mengatasi 

kendala yang ada seharusnya terus memperbaiki jaringan internet yang 

ada di UPPM PTSP Kecamatan Palmerah dan terus memperbaiki 

website agar tidak sering terjadinya maintance. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan Implementasi Proses Penerbitan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal secara online agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 
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